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KATA PENGANTAR  
 
Alhamdulillah ala kulli hal wa nikmah atas segala nikmat dan 
karunia yang telah Allah swt limpahkan kepada kami dan kita semua, 
dan atas selesainya karya ini. Shalawat beserta salam semoga tetap 
tercurah kepada junjungan kami dan kita semua Baginda Agung Nabi 
Muhammad Saw. Dengan harapan kita semua mampu dijadikan 
sebagai umat yang selalu mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat 
aamiin ya Allah ya Rahman ya Rahim.  
Penulisan ini di latar belakangi dari sebuah produk hukum yang 
dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sehingga dapat 
dirasakan oleh masyarakat bagaimana hasil dari peraturan tersebut 
dapat mengatur kemajemukan di dalamnya. Namun, tidak semua 
peraturan yang telah ada dapat diterapkan secara optimal oleh 
pemerintah bisa diikuti masyarakat. Seperti pada Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan 
dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat belum terlaksana sesuai 
kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan di 
masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Ngambur Kabupaten 
Pesisir Barat. Permasalahan yang timbul di masyarakat mengarah 
kepada isi dari Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi “bahwa 
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penyelenggaraan hiburan atau pesta yang di laksanakan pada malam 
hari waktunya di batasi sampai pukul 23:00 WIB. Isi Pasal tersebut 
dianggap bertentangan dengan adat istiadat atau tradisi di masyarakat 
setempat, tradisi yang biasa di lakukan oleh masyarakat yaitu hiburan 
atau pesta yang dilaksanakan oleh Shohibul Hajjat biasanya dimulai 
pada pukul 21:00 s/d 06:00 WIB.  
Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Faktor-faktor 
apa saja yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 
12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan belum 
dilaksanakan secara Optimal di Kecamatan Ngambur Kabupaten 
Pesisir Barat, (2) Bagaimana Analisis Siyasah Syar’iiyah terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 
tentang Tertib Sosial dan Hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi 
Perda tersebut belum dilaksanakan secara Optimal dan Menganalisis 
Siyasah Syar’iyyah terhadap Implementasi Perda tersebut. Metode 
penelitian yaitu lapangan (field research), sifat penelitian Deskriftif 
kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview, 
dan Obsevasi sebagai metode pokok, serta Dokumentasi sebagai 
metode pendukung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif 
dengan pendekatan deduktif.  
Hasil Penelitian bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan 
Mengapa Implementasi Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 
Tahun 2017 pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan belum bisa 
diterapkan secara optimal, Pertama bertentangan dengan tradisi atau 
adat istiadat warga masyarakat Kecamatan Ngambur, Kedua, 
kurangnya sarana prasarana yang dapat mendukung penerapan dari 
Perda tersebut, Ketiga, kurangnya SDM dan kesadaran dari 
masyarakat itu sendiri tentang pentingnya menjaga ketertiban dan 
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ketentraman masyarakat. Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 
Tentang Tertib Sosial Dan Hiburan Di Kecamatan Ngambur 
Kabupaten Pesisir Barat, bahwa hasil dari musyawarah terhadap 
Implementasi Perda tersebut bertentangan dengan Hukum Islam yaitu 
Al-Qur’an Surat an-Nisaa ayat 59 tentang wajib taat kepada pemimpin. 
Jadi seharusnya Perda tersebut yang harus ditaati bukan hukum adat 
(al-‘Urf). Berdasarkan hasil musyawarah yang menghasilkan 
kesepakatan bersama antara pemerintah dan warga masyarakat 
Kecamatan Ngambur terkait pelaksanaan hiburan pemerintah 
membolehkan pelaksanaan hiburan melebihi batas waktu yang telah 
ditentukan. 
Rasa syukur yang amat besar penulis ungkapkan atas 
selesainya karya ini dengan judul ““Analisis Siyasah Syar’iyyah 
Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 
Tentang Tertib Sosial Dan Hiburan (Studi Pada SATPOL PP 
Kabupaten Pesisir Barat)” dengan tepat waktu tanpa ada kendala 
yang berart. Tujuan penulisan buku ini ialah untuk mengulik perda 
Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 
Tentang Tertib Sosial Dan Hiburan dengan menggunakan analisis 
Siyasah Syar’iyyah sehingga dapat menemukan pengetahuan dan 
fakta mengenai implementasi Perda tersebut.  
Keberhasilan dalam menyelasaikan isi tulisan ini tentunya 
bukan hanya usaha dari penulis saja, namun ada banyak pihak yang 
turut berperan dalam memberikan dukungan baik secara moril 
maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini 
dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang 




Buku yang sudah ada di hadapan anda ini bukan berarti luput dari 
kekurangan. Selalu ada celah untuk perbaikan. Sehingga kritik, saran, 
dan masukan dari pembaca sangat berarti bagi kami, dan akan kami 
jadikan sebagai bahan perbaikan untuk kedepan. 
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